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RINGKASAN
Sejak dimulai Orde Reformasi kebebasan yang nyaris tanpa batas terus bergulir. Orde reformasi bisa dilihat sebagai sebab dan juga akibat. Sebagai sebab, Orde Reformasi telah menampilkan dirinya dalam sosok yang “liar”. Akibatnya, reformasi menjadi dalih untuk pemebenaran atas tingkah laku seseorang atau kelompok. Tidak terkecuali perilaku politikus dan pemberitaan di mediaa massa. Fakta dan realitas bisa dijungkirbalikkan sedemikian rupa, tetapi bagi pemba hal itu “benar” adanya, sehingga jika tidak cermat bisa bingung dalam menyikapinya. Sebab, realitas yang sama disa disajikan secara berbeda dalam teks/wacana. Sebab, wacana tidak hanya sebagai fakta kebahasaan, tetapi sesungguhnya lebih dari itu adalah realitas yang diproduksi oleh orang kelompok yang di belakangnya terdapat berbagai kepentingan.

Bagi Foucault (via Eriyanto, 2011) wacana tidak dipahami sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu. Dari pandangan ini pulalah muncul tesis Foucault bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan.Kekuasaan di dalam masyarakat modern tidak dilakukan secara eksplisit, terang-terangan, tetapi justru secara tersamar lewat praktik “pendisiplinan”. Cara “mendisiplinkan” masyarakat dilakukan melalui wacana. Wacana dalam konteks penelitian ini tidak hanya dilihat dari aspek kebahasaan, tetapi  merupakan kontruksi sosial budaya yang di dalamnya termasuk sosial, ekonomi, politik, ideologi. 
Akhir-akhir ini menarik untuk diperhatikan wacana yang dibangun oleh pemerintah di satu sisi dan oposisi di lain pihak. Kasus Nazarudin kiranya dapat diambil sebagai contoh. Kubu pemerintah, khususnya partai Demokrat mati-matian mewacanakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nazarudin sebagai kelakuan “oknum” bukan representasi partai. Sebaliknya, kaum oposisi membangun wacana bahwa Nazarudin adalah salah satu mesin partai untuk mengeruk uang negara. Akibat perseteruan ini muncullah statatemen Anas Urbaningrum yang semakin menimbulkan “kegaduhan” politik. Ada yang menyebut Anas sudah kehilangan akal dan irasional, tetapi ada juga yang menyebut bahwa hal itu sebagai peneguh bahwa dia benar-benar tidak terlibat. 

Hal menarik lainnya adalah  kasus yang masih hangat yaitu tentang perlu atau tidaknya harga BBM dinaikkan. Meskipun sudah diketahui bersama bahwa akhirnya diputuskan harga BBM tidak dinaikkan, tetapi ada hal yang menarik yaitu tentang sikap politik PKS dan statemen petinggi Golkar yang telah berhasil menggiring angota DPR untuk menyetujui gagasan Golkar (pasal 7 ayat b). Yang ternyata di  kemudian hari diketahui bahwa hal itu sebagai bentuk kompromi politik antara partai penguasa (Demokrat) dan Golkar. Di sisi lain, partai oposisi yang dimotori PDIP, Gerindra, dan Hanura merasa bahwa inilah keberhasilan partainya dalam membela rakyat (miskin). 

Dari uraian di atas menarik untuk ditelusuri jejak alur berpikir para politikus kubu pemerintah  dan partai opisisi dalam membangun wacana. Dari sini pula dapat pula dikaji untuk membuktikan apakah benar  bahwa bahasa dapat dijadikan sebagai alat kekuasaan.    Untuk membuktikan hal itu, di sini akan dilakukan pengkajian terhadap penggunan bahasa yang dilakukan oleh para ploitikus yang berada di kubu Pemerintah dan kubu oposisi dalam menanggapi masalah/kasus Nazarudin dan rencana kenaikan harga BBM. 
Untuk menjawab berbagai pertanyaan di atas, di sini digunakan metode penyediaan data berupa simak dan catat dengan sumber data Kompas dan Suara Merdekayang memberitakan kasus Nazarudin dan rencana kenaikan harga BBM. Setelah melakukan kajian dengana menggunakan metode analisis wacana kritis diperoleh hasil. Hasil penelitian tersebut adalah pertama, wacana yang dikembangkan dalam menanggapi dan  mengomentari terhadap kasus Nazarudin dan rencana akenaikan harga BBM terdapat tiga pola (a) pola Partai Penguasa dengan mengedepankan strategi “bertahan” dalam membangun opini publik bahwa yang melakukan tindakan korupsi  adalah oknum bukan partai dan karenanya tidak sistemik; (b) pola partai opoisi yang menggunakan strategi “menyerang” dalam membangun opini publik dengan menyebut pemerintah telah gagal dalam mengelola negara; (c) pola wacana independen dengan strategi “netral”.

Kedua, terdapat skema/alur yang berbeda dalam membangun wacana antara Partai Penguasa dan Partai Oposisi. Skema Partai Penguaasa adalah (a) SBY menjadi tokoh sentral dan ikon (bersih, demokratis), (b) yang melakauakan tindakan korupsi adalah oknum, (c) mengedepankan aspek hukum: azas praduga tak bersalah. Sementara, skema kubu/kelompok Partai Oposisi adalah (a) Pemrintah telah gagal, (b) korup, dan (c) lamban dalam mengambil keputusan dan langkah hukum.

Ketiga, deskripsi linguistik/aspek linguistik yang dikembangkan oleh kedua kubu menggunakan diksi dan pemfokusan. Akan tetapi, keduanya dalam memilih diksi berbeda. Diksi Partai Penguasa, misalnya membantah, silakan buktikan,  (Saya) tidak korupsi, (Itu) tidak benar; sedangkan diksi kelompok/kubu Oposisi misalnya (telah) cukup bukti, bohong, kebohongan publik, (Pemerintah) tidak cerdas, (keputusan) yang tidak masuk akal.

Keempat, dalam membangun wacana khususnya menyangkut masalah Nazarudin dan rencana kenaikan harga BBM, Partai Penguasa menggunakan alur berpikir  (1) mempertahankan  kekuasaan/ posisi, (b) citra bersih dan tidak bersalah, (c) supremasi hukum, (d) praduga tak bersalah, (e) bukti belum cukup, (f) tidak bersalah, (g) jangan dipolitisasi. Berbeda dengan kubu/Partai Penguasa, kubu oposisi menggunakan alur berpikir  (a) oposan, (b) pelanggaran hukum/korup, (c) tebang pilih, (d) menutup-nutupi/melindungi, (e) menuntut, (f) cukup bukti, (g) menghukum, (h) kebohongan publik.
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Permasalahan
Pada dasarnya bahasa merupakan produk budaya. Sebagai produk budaya, bahasa memiliki beragam fungsi, seperti fungsi ekspresif, konatif, direktif, estetis, dan fatis. Thomson (2003 via Jumadi, 2005) bahkan  menyatakan bahwa bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai alat kekuasaan. Bagi Galtung (via Maran dan Effendi, 2006) kekuasaan cenderung busuk dan mutlak. Kekuasaan dibangun dalam relasi yang tidak seimbang. Sebagai alat kekuasaan, komunikasi (bahasa), misalnya,  tidak hanya untuk sekadar dipahami; tetapi juga untuk dipercayai, dipenuhi, dituruti, dihormati, dan dibedakan.

Kekuasaan dapat dimaknai sebagai kemampuan invidu atau kelompok masyarakat untuk membatasi keinginan individu/kelompok masyarakat lainnya. Sementara Weber menyatakan bahwa kekuasaan merupakan peluang seseorang/institusi untuk  melakukan pemaksaan terhadap pihak lain agar mengikuti kehendaknya (lihat Stone, 1986: 79; Galtung via Maran dan Effendi, 2003). Kekuasaan juga cenderung menaruh kepercayaan pada kekuatan (perang), sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasikan yang sering diartikan sebagai dominasi. Dominasi merupakan suatu bentuk hubungan kekuasaan dengan menempatkan si penguasa “berhak” memerintah, sedangkan yang “diperintah” menerimanya tanpa landasan kesadaran yang utuh. Marx memberikan ilustrasinya pada dominasi kelas sosial. Kelas yang dominan mengemban dan mengambil alih bentuk-bentuk ideologi yang mengabsahkan dominasi. Kekuasaan juga tidak dapat dilepaskan dari hegemoni yang merupakan kekuasaan atau kemenangan dalam pertarungan yang tidak disadari (oleh pihak yang “dikuasai”) dan diperoleh melalui “konsensus”. Untuk memperoleh hegemoni tersebut, diperlukan adanya legitimasi. Legitimasi ini dapat berbentuk budaya, lembaga, atau kitab yang dianggap benar (Maran dan Effendi, 2003: 121 – 122).

Dalam realisasinya, bahasa sebagai alat kekuasaan mengejawantah dalam proses  komunikasi baik yang bersifat transaksional maupun interaksional (Brown dan Yule, 1983). Dalam konteks ini, bahasa menyediaakan unsur- unsur yang memungkinkan pembicara melakukan  tindak tutur dan strategi tutur untuk mempengaruhi, mengendalikan, dan bahkan menguasai pikiran dan perasaan mitratuturnya. Gejala ini dapat dijumpai dalam berbagai kehidupan  (politik, agama, budaya, pendidikan)(George Orwell via Ibrahim, 2006: 50).

Pada studi wacana, gejala ini memperoleh pembenaran. Fairclough (1998: 34), misalnya, menjelaskan bahwa representasi kekuasaan dapat menjelma pada interaksi kelas sosial, antarkelompok dalam suatu lembaga, interaksi antaretnik, hubungan antargender, dan bahkan hubungan orangtua-anak. Lebih luas lagi  van Dijk (1998 : 5)  menyatakan bahwa kekuasaan dapat terjadi pada semua aspek kehidupan, seperti di kalangana militer, para  jurnalis, hubungan kelas, ras, dsb.
Ricouer via (Santoso, 2009: 18 -25) discourse merujuk pada bahasa yang dipakai dengan kalimat sebagai satuan/unit pembentuknya, sedangkan wacana dipahami sebagai peristiwa bahasa dengan empat ciri yang menyertainya yaitu (1) wacana selalu terkait denngan tempat dan waktu tertentu, (2) wacana selalu memiliki subjek, yakni siapa yang berbicara, (3)wacana selalu menunjuk pada sesuatu yang sedang dibicarakan, merujuk pada dunia yang sedang digambarkan; dan (4) wacana merupakan lokus  terjadinya proses komunikasi. 

Ada hal penting kaitannya dengan wacana, yaitu (a) ujaran/pernyataan tidak hanya sekadar rangkaian kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, objek, dan fungsi lainnya; tetapi  wacana harus dipahami sebagai makna. Atau menurut, Thohir (2007) dalam teks/wacana kehidupan terdapat lapisan-lapisan realitas, seperti realitas empirik, realitas simbolik, realitas makna, realitas ide, dan terakhir world-view.
Akhir-akhir ini menarik untuk diperhatikan wacana yang dibangun oleh pemerintah di satu sisi dan oposisi di lain pihak. Kasus Nazarudin kiranya dapat diambil sebagai contoh. Kubu pemerintah, khususnya partai Demokrat mati-matian mewacanakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nazarudin sebagai kelakuan “oknum” bukan representasi partai. Sebaliknya, kaum oposisi membangun wacana bahwa Nazarudin adalah salah satu mesin partai untuk mengeruk uang negara. Akibat perseteruan ini muncullah statatemen Anas Urbaningrum yang semakin menimbulkan “kegaduhan” politik. Ada yang menyebut Anas sudah kehilangan akal dan irasional, tetapi ada juga yang menyebut bahwa hal itu sebagai peneguh bahwa dia benar-benar tidak terlibat. 

Hal menarik lainnya adalah  kasus yang masih hangat yaitu tentang perlu atau tidaknya harga BBM dinaikkan. Meskipun sudah diketahui bersama bahwa akhirnya diputuskan harga BBM tidak dinaikkan, tetapi ada hal yang menarik yaitu tentang sikap politik PKS dan statemen petinggi Golkar yang telah berhasil menggiring angota DPR untuk menyetujui gagasan Golkar (pasal 7 ayat b). Yang ternyata di  kemudian hari diketahui bahwa hal itu sebagai bentuk kompromi politik antara partai penguasa (Demokrat) dan Golkar. Di sisi lain, partai oposisi yang dimotori PDIP, Gerindra, dan Hanura merasa bahwa inilah keberhasilan partainya dalam membela rakyat (miskin). 
Dari uraian di atas menarik untuk ditelusuri jejak alur berpikir para politikus kubu Pemerintah  dan partai opisisi dalam membangun wacana. Dari sini pula dapat pula dikaji untuk membuktikan apakah benar  bahwa bahasa dapat dijadikan sebagai alat kekuasaan.    Untuk membuktikan hal itu, di sini akan dilakukan pengkajian terhadap penggunan bahasa yang dilakukan oleh para ploitikus yang berada di kubu Pemerintah dan kubu oposisi dalam menanggapi masalah/kasus Nazarudin dan rencana kenaikan harga BBM. 
1.2 Tujuan Penenlitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah benar bahwa bahasa merupakan (salah satu) alat kekuasaan atau  setidaknya untuk mengetahui relasai antara bahasa dan kekuasaan. Relasi penggunaan bahasa dan kekuasaan tersebut apakah hanya bersifat opini ataukah sebagai alat untuk merebut kekuasaan dalam tataran ide(ologi).
1.3 Temuan yang Ditargetkan

Penelitian ini menargetkan ditemukannya ada atau tidaknya relasi bahasa dan kekuasaan. Apakah ketika para politikus menyampaikan gagasan, pendapat, tanggapan, seperti misalnya tentang KN (Kasus Nazarudin) dan K-BBM (Kenaikan Harga BBM) atau kasus-kasus lainnya hanya sebatas membangun opini publik atau malah mengarah pada perebutan kekuasaan? Peneliian ini juga diharapkan menemukan piranti-piranti linguistik apa sajakah yang digunakan untuk mempertahankan dan atau menyerang lawan. Di samping itu, diharapkan juga penelitian ini akan menemukan strategi komunikasi yang digunakan oleh masing-masing kubu. Secara singkat target penelitian ini adalah:
1. Ditemukannya alur berpikir/argumentasi politikus yang “mewakili” partainya (Pemerintah dan Oposisi);

2. Ditemukannya strategi bertutur/berkomunikasi oleh masing-masing kubu;

3. Ditemukannya pilihan kata/penggunaan kalimat yang sering digunakan oleh masing-masing kubu;
4. Ditemukannya ada/tidaknya relasi antara bahasa dan kekuasaan; dan

5. Ditemukannya  bahasa, khususnya wacana politik kubu pemerintah dan “oposisi” 
1.4 Kontribusi dalam Pengembangan Ipteks

Penelitian ini berkontribusi baik pada tataran teoretik maupun praksis. Pada aspek teoretik, penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kekosongan kajian tentang relasi antara bahasa dan kekuasaan yang belum banyak dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sebab, selama ini kajian bahasa lebih difokuskan pada aspek strukur semata. 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan kuliah/mengajar yang berbasis riset sesuai dengan tutuntan kurikulum KBK dan tuntutan kegiatan belajar mengajar. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Penelitian Terdahulu
Selama ini kajian tentang  kekuasaan  sudah banyak dilakukan. Namun kajian tersebut jarang yang memfokuskan pada hubungannya dengan bahasa. Selama ini yang sudah pernah dilakukan, misalnya, kekuasaan dalam konteks perilaku organisasi, kepemiminan, atau politik.Sementara, buku yang membahas masalah kekuasaan dan bahasa di antaranya dapat disebutkan, seperti Language dan Power (Norman Fairclough, 1989), Language, Society and Power (Linda Thomas and Shan Wareing, 1999), dan Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru  (1996) masih berada pada tataran teoretik, sehingga tidak aplikatif.

Di antara kelangkaan hasil penelitian relasi bahasa dan kekuasaan, hasil penelitian yang dilakukan Brown dan Gilman (1960) sering disebut sebagai perintis yang mengaitkan bahasan dan kekuasaan. Penelitiannya menghubungkan antara kekuasaan dan  penggunaan kata ganti nonresiprokal, sedangkan solidaritas dikaitkan dengan kata ganti resprokal. Menurutnya juga, kekuasan membentuk pola relasi yang tidak simetris, sedangkan solidaritas membentuk hubungan yang simetris (Jumadi, 2005). 

Anderson (1990) mengkaji simbol-simbol kekuasaan dalam wacana politik di Indonesia yang menurutnya berciri “militeristik”. Sementara, Eriyanto (2000) meneliti aspek-aspek wacana ORBA yang kemudian menyimpulkan bahwa wacana yang dibentuk ORBA sebagai suatu strtategi untuk  melanggengkan kekuasaan. Penelitian  lain yaitu Obeng (1999) yang mengemukakan bahwa para peserta tutur di pengadilan direpresentasikan dalam satuan-satuan lingual (misalnya, diwujudkan dalam penggunaan bentuk verba imperatif), tindak tutur (misalnya, berupa perintah, menegur, dan minta maaf), dan strategi bertutur (misalnya, berupa pengulangan perintah).

Kajian yang menyangkut karakteristik wacana  telah lama dilakukan oleh Sinclair dan Coulthard (1975). Kajian ini lebih memfokuskan pada struktur interaksi, struktur giliran tutur, dan tindak tutur baik yang dilakukan siswa maupun oleh guru. Jadi, kajian ini baru menelaah aspek internal wacana. Belum mengaitkannya dengan aspek eksternal wacana, seperti aspek kekuasaan, misalnya. Meskipun demikian, kajian ini sangat bermanfaat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Penelitian penting lainnya yang patut disampaikan di sini  adalah Thansoulas (2001) yang menjelaskan bahwa guru menggunakan kekuasaan sebagai sarana untuk mendominasi siswa. Misalnya, guru akan cenderung selalu mengontrol tuturan siswa, guru diposisikan sebagai orang yang “serba tahu”, sedangkan siswa diposisikan sebagai orang yang  bodoh, dan belum matang.

2.2 Konsep Kekuasaan

Fireclough (1998 : 286-296) memberikan pengertian kekuasaan menjadi dua kelompok yaitu (a) kekuasaan sebagai kapasitas tranformatif, kapasitas agen-agen untuk mempengaruhi jalannya berbagai peristiwa, dan (b)kekuasaan adalah konsepsi rasional ; artinya kekuasaan atas pihak lain yang berkaitan dengan dominasi. Sementara Weber mengatakan bahwa kekuasaan merupakan peluang untuk memaksa seseorang. Rumusan tersebut masih menunjukan bahwa kekuasaan selalu mengandung unsur tertentu yang membuat orang lain patuh.

Kekuasaan dari sudut pandang dominatif cenderung menempatkan kekuasaan dalam satu pusat/sentral. Kekuasan selalu berasal dari atas ke bawah. Oleh karena itu, penyebarannya selalu terpusat pada pihak-pihak yang secara sosial dan institusional memiliki kedudukan lebih tinggi atas yang lain. Namun, menurut Fourcault, kekuasaan tidak ekuivalen dengan konsep-konsep sosiologis tradisional karena kekuasaan tidak pernah kosong dari wacana. Dalam pengertian ini, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh satu kelompok yang memiliki hak khusus dan dipraktikkan sebagai sebuah kewajiban atau larangan terhadap orang-orang yang tidak memilikinya.

Bagi Foucault, kekuasaan ada di mana saja. Kekuasaan bisa berasal dari bawah, tidak beroposisi kembar/biner atau mencakup segala-galanya antara orang yang mempunyai kekuasaan dan orang menjadi sasaran kekuasaan.

Bagi kaum humanis, kekuasaan tidak selalu mengandung unsur-unsur paksaan dan terpusat pada satu agen atau kelompok sosial tertentu. Kekuasaan, menurutnya, merupakan pengaruh potensial seseorang terhadap sikap atau perilaku orang lain. Dari pandangan yang humanis tersebut, dapat ditarik sejumlah karakteristik dasar kekuasaan, yaitu (a) kekuasaan merupakan sebuah potensi yang dimiliki seseorang/kelompok, (b) potensi itu berupa pengaruh, dan (c) pengaruh itu bisa menjadi sesuatu yang positif atau negatif (Lee, 2002:28).

Anderson (1990) menyebutkan ada empat karakteristik dasar kekuasaan. Pertama, kekuasaan adalah abstrak, yaitu suatu kata untuk memaparkan hubungan-hubungan. Kedua, sumber kekuasaan bersifat heterogen; kekuasaan dapat dianggap menjadi akibat dari, atau diturunkan dari, pola-pola perilaku tertentu dan hubungan sosial tertentu. Ketiga, penumpukan kekuasaan tidak memiliki batasan inheren; karena memaparkan hubungan tertentu antar- manusia, kekuasaan pada dasarnya tak terbatas. Keempat, kekuasaan secara moral ambigu karena kekuasaan diturunkan dari sumber-sumber heterogen.

Penjenisan kekuasaan klasik yang hingga kini masih banyak diikuti adalah penjenisan yang dilakukan oleh Frech dan Rafen (via Jumadi, 2005) yang membagi kekuasaan menjadi lima jenis, yaitu (a) kekuasaan paksaan, (b) kekuasaan absah, (c) kekuasaan hadiah, (d)  kekuasaan kepakaran, dan (e) kekuasaan acuan. Indikator kekuasaan paksaan selaras dengan  yang dipaparkan Lee (2002). Sedangkan kekuasaan absah adalah potensi seseorang untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain karena kedudukannya. Kekuasaan hadiah dimiliki seseorang karena kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan positif kepada orang lain. Misalnya pengakuan atas pekerjaannya/ perilakunya, kenaikkan gaji atau jabatan atau bentuk-bentuk imbalan yang lain. Kekuasaan hadiah biasanya digunakan untuk mendukung kekuasaan absah. Sementara, kekuasaan kepakaran merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang karena kepakarannya. Sedangkan kekuasaan acuan yang biasa juga disebut kekuasaan  perilaku. Misalnya, karisma seseorang merupakan dasar dari kekuasaan acuan. Karisma merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada kepribadian yang menarik dari seseorang dalam mengekspresikan tuturannya.Tindak tutur ekspresif merupakan tindakan yang menyatakan perasaan penutur pada sesuatu / keadaan. Melalui tindak tutur inilah penutur dapat menilai, mengecam, memuji, mengungkakannpikiran-pikiran, perasaan-perasaan / perilaku petutur.

Begitu juga halnya dengan strategi bertutur. Strategi ini menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan,misalnya, pengendalian topik tuturan, pengaturan pola interkasi/mengatur wacana (kehidupan) yang ujungnya adalah  untuk melanggengkan kekuasaan (McCarty, 2001:100). 
2.3 Konsep Wacana
Bagi Foucault (via Eriyanto, 2011) wacana tidak dipahami sebagai rangkaian kata atau proposisi dalam teks, tetapi merupakan sesuatu yang memproduksi yang lain. Wacana dapat dideteksi karena secara sistematis suatu ide, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam suatu konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak tertentu. Dari pandangan ini pulalah muncul tesis Foucault bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Kuasa oleh Foucault tidak dimaknai dalam term “kepemilikan”, tetapi dalam praktik. Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasikan lewat pengetahuan dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelengara kekuasaan (pemerintah) selalu memproduksi pengetahuan sebagai bais dari kekuasaannya. Pengetahuan bukan merupakan pengungkapan yang samar-samar dari relasi kuasa, tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Pada gilirannya, wacana (tertentu) menghasilkan pengetahuan dan kebenaran (tertentu) yang menimbulkan efek kuasa. Kebenaran bagi Foucault tidak datang dari langit, tetapi ia diproduksi oleh penguasa yang disebarkan lewat wacana yang dibentuknya. Jadi, khalayak tidak dikontrol lewat kekuasaan yang bersifat fisik, tetapi lewat wacana Misal, wacana yang berupa prosedur, aturan, tata cara, surat edaran, dan produk hukum lainnya. 
Kekuasaan di dalam masyarakat modern tidak dilakukan secara eksplisit, terang-terangan, tetapi justru secara tersamar lewat praktik “pendisiplinan”. Lewat disiplin tersebut, khalayak dikontrol tanpa mereka sadari. Kontrol dan membentuk individu yang patuh dan disiplin adalah wujud kekuasaan di mana-mana. Kekuasaan selalu beroperasi melalui konstruksi berbagai pengetahuan. Melalui wacana, hubungan antara kekuasaan di satu sisi dengan pengetahuan di sisi lain terjadi. Foucault (via Eriyanto, 2011) menjelaskan bahwa ahubungan antara simbol dan yang disimbolkan bukan hanya lewat referensial, melainkan lewat produksi dan kreasi. Simbol yang dihasilkan (baca: wacana) antara lain melalui bahasa, moralitas, hukum, agama yang tidak hanya mengacu pada sesuatu, tetapi ikut  menghasilkan perilaku, nilai-nilai, dan ideologi. Kehidupan bukan diatur lewat serangkaian represi, melainkan melalui kekuatannya memberi definisi dan melakukan regulasi. Individu tidak hanya didefinisikan, tetapi juga dibentuk,dikontrol, dan disiplinkan.

2.3.1 Produksi Wacana
Studi analsisis wacana bukan sekedar mengenai pernyataan (kumpulan kalimat), melainkan juga mengkaji struktur dan tata aturan dari wacana dalam mengekpresikan realitas. Realitas bagi Foucault (via Eriyanto, 2011) merupakan seperangkat kontruk  yang dibentuk melalui wacana. Wacana membatasi bidang pandangan kita. Contoh tentang realitas/objek PKI. Pada masa Orla merupakan partai yang diakui Pemerintah bahkan termasuk 5 partai terbesar pada saat itu, tetapi pada masa Orba merupakan partai terlarang. Melihat contoh ini menunjukkan bahwa wacana pada hakikatnya adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang dominan dan masyarakat yang marginal. Implikasinya, terdapat wacana utama (dominan) dan wacana marginal/tandingan.
2.3.2  Pendekatan dalam Analisis Wacana

Sumbangan Fowler, dkk (via Eriyanto, 2011) yang utama dalam mengkaji wacana adalah meletakkan tata bahasa dan praktik pemakaiannya untuk mengetahui praktik ideologi.Dengan kata lain, Fowler, dkk melihat bagaiamana tata bahasa tertentu dan pilihan kata tertentu membawa implikasi dan ideologi tertentu. Oleh karena itu, bahasa khususnya wacana dipandang sebagai praktik sosial. Lebih jauh dijelaskan bahwa bahasa mnggambarkan bagaimana realitas dunia dilihat, memberi kemungkinan sesorang untuk mengontrol dan mengatur pengalaman pada realitas sosial. Bahkan Fowler melihat bagaimana pengalaman dan politik yang berbeda itu dapat dilihat dari bahasa yang dipakai yang menggambarkan bagaimana pertarungan sosial terjadi.Kata-kata yang berbeda itu tidaklah dipandang semata teknis, tetapi sebagai suatu praktik ideologi tertentu. Karena bahasa yang berbeda itu akan menghasilkan realitas yang berbeda pula.

Sebagai praktik sosial, salah satu elemen bahasa adalah kosakata. Kosakata dalam perspektif analisis wacana kritis bukan hanya sebagai satuan bahasa, melainkan bisa  dimaknai (1) untuk membuat klasifikasi, (2) membatasi pandangan, (3) sebagai arena pertarungan (wacana), dan (4) sebagai alat untuk meminggirkan kelompok tertentu seperti diuraikan berikut ini.
1. Kosakata : Membuat Klasifikasi terhadap Realitas
Bahas apada dasarnya selalu menyediakan klasifikasi. Realitas tertentu dikategorisasikan sebagai “X” dan akhirnya dibedakan dengan realitas yang lain. Klasifikasi menyediakan arena untuk mengontrol informasi dan pengalaman. Kata kemudian memaksa kita untuk melihat bagaimana realias seharusnya dipahami.
2. Kosakata : Membatasi Pandangan Penutur terhadap Realitas
Bahasa pada dasarnya bersifat membatasi-kita diajak berpikir untuk memahami seperti itu, bukan yang lain. Klasifikasi menyediakan arena untuk mengontrol informasi dan pengalaman. Kosa kata beroengaruh terhadap bagaimana kita memahami dan memaknai suatu peristiwa.
3. Kosakata : Pertarungan Wacana

Kosakata haruslah dipahami dalam konteks pertarungan wacana. Dalam suatu pmberitaan, setiap pihak memiliki versi / pendapat sendiri-sendiri atas suatu masalah. Mereka memiilki klem kebenaran dasar pembenar dan penjelas mengenai suatu masalah. Mereka bukan hanya mempunyai versi yang berbeda, tetapi juga berusaha agar versinya yang dianggap benar dan lebih menentukan dalam mempengaruhi opini publik. (140)
4. Kosakata : Marginalisasi/Meminggirkan Kelompok Tertentu
Argumen dasar dari Fowler, dkk. (via Badara, 2012) adalah bahwa pilihan linguistik tertentu, seperti : kata, kalimat, proposisi,-membawa nilai ideologis tertentu. Kata dipandang bukan sebagai sesuatu yang netral, tetapi, membawa implikasi ideologis tertentu. Di sini, pemakaian kata, kalimat, susunan, dan bentuk kalimat tertentu, proposisi tidak dipandang semata sebagai persolan teknis tata bahasa atau linguistik, tetapi ekspresi dari ideologi : upaya untuk membentuk pendapat umum, meneguhkan, dan membenarkan pihak sendiri dan mengucilkan pihak lain. Pemakaian bahasa dipandang tidak netral karena membawa implikasi  ideologis tertentu. 
2.4. Analisis Wacana versus Analisis Wacana Kritis
Paling tidak ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan pertama, diwakili oleh aliran positivisme-empiris yang melihat bahasa dipandang sebagai jembatan antara manusia dan objek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan baasa tanpa ada kendala atau distorsi, sejauh dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaktis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahaui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataannya sebab yang penting apakah pernyataan tersebut disampaikan secara benar menurut kaidah sintaksis dan semantik. Pandangan kedua,  konstruktivisme. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Panndangan ini menolak pandangan empirisme/positivisme yang memisahkan subjek dan abjek bahasa. Bagi alisan ini, bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka, tetapi justru menganggap bahwa subjek merupakan faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Bahasa dipahami dalam paradigma ini (konstruktivisme) diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan penciptaan makna. Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan  sebagai suatu analaisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Maksud yang tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Pandangan ketiga, pandangan kritis. Analaisis wacana tidak dipusatkan pada kebenaran atau ketidakbenaana struktur tata bahasa tetapi lebih menekankan pada konstelasi kekuatan ayang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral karena sangat berkaitan dengan kekuatan sosial yang ada pada masyarakat. Dengan demikian, bahasa tidak dipahami sebagai medium yang netral, tetapi sebagai representasi yang berperan mebnetuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu. Oleh karena itu, analisis wacana digunakan untuk membongkar (ke)kuasa(an) karena bahasa selalu terkait dengan kekuasaan (Eriyanto, 2011).

2.4.1 Media dan Berita dilihat dari Pandangan Kritis
Paradigma pluralis melihat wartawan dan media sebagai entitas yang otonom. Sementara, paradigma kritis mempertanyakan posisi wartawan dan media dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Perbedaan keduanya, ditampilkan dalam bentuk tabel berikut (yang diadaptasi dari Eriyanto, 2011).

	PANDANGAN PLURALIS
	ASPEK
	PANDANGAN KRITIS

	Ada fakta yang real yang diaatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku universal 
	FAKTA
	Fakta merupakan hasil dari suatu proses petarunhgan antara kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang ada dalam masyarakat

	Berita adalaah cermin dan refkeksi dai kenyataan, karenanya harus sama dengan kenyataan
	
	Berita bukan meupakan cermin dan refleksi dari realitas karena dipenagruhi oleh kepentingan kekuatan yang dominan (penguasa)

	Media merupakan sarana yang bebas dan netral tempat semua kelompok masyarakat untuk berdiskusi secara simeteris
	POSISI MEDIA
	Media hanya dikuasai oleh kelompok dominan dan menjadi sarana untuk memojokkan/memarginalkan  kelompok lain

	Media menggambarkan disksui apa yang ada di masyarakat.
	
	Media hanya dimanfaatkan dan menjadi alat kelompok dominan.

	Nilai dan ideologi wartawan berada di luar proses peliputan berita
	POSISI WARTAWAN
	Nilai dan ideologi wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dana pelaporan suatu peristiwa.

	Wartawan berperan sebagai pelapor
	
	Wartawan berperan sebagai partisipan dari kelompok yang ada di masyarakat

	Tujuan peliputan dan penulisan berita: eksplanasi dan menjelaskan apa adanya 
	
	Tujuan peliputan dan penulisan berita : keberpihakan pada kelompok tertentu

	Penjaga gerbang (gatekeeping)
	
	Sensor diri

	Landasan etis
	
	Landasan ideologis

	Profesionalisme sebagai keuntunhan
	
	Profesionalisme sebagai kontrol

	Wartawan sebagai bagian dari tim untuk mencari kebenaran
	
	Sebagai pekerja yang mempunyai posisi berbeda dalam kela sosial

	Liputan dua sisi, dua pihak, dan kredibel
	HASIL LIPUTAN
	Mencerminkan ideologi wartawan dan kepentingan sosial, ekonomi, atau politik tertentu.

	Objektif, menyingkirkan opini dan pandangan subjektif dari pemberitaan
	
	Tidak objektif dari mewakili kelompok/struktur sosial tertentu yang lebih besar/dominan

	Menggunakana bahasa yang tidak menimbulkan multitafsir.
	
	Bahasa yang digunakan menunjukkan dari kelompok tertentu (dominan) dan memarginalkan kelompok lain


2.4.2 Karakteristik Analisis Wacana Kritis 
Badara (2012: 28 – 35) mengemukan bahwa di dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami semata-mata sebagai suatu studi bahasa, tetapi sebagai bentuk sekaligus praktik. Wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah dialektikis  di antara peristiwa wacana tertentu dan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya,  jadi analisis wacana kritis mengkaji bagaimana penggunaan bahasa kelompok sosial (penguasa dan oposan, misalnya) yang ada saling bertarung dan mengajukan versi wacananya masing-masing. Untuk mengkaji hal tersebut, analisis wacana kritis melihat bahwa wacana pada dasarnya adalah tindakan yang terkait dengan konteks, histori, kekuasaan, dan  ideologi.
1. Tindakan

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action). Dengan pemahaman semacam itu wacana diasosiasikan sebagai ben tuk interaksi. Wacana bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal.
2. Konteks

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana dalam hal ini diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. 
3. Histori

Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek yang penting untuk bisa mengerti suatu teks ialah dengan menempatkan wacana tersebut dalam konteks historis tertentu. Misalnya, wacana PKI antara rezim Orla dan Orba sangat berbeda karena dilatari oleh konteks histris yang berbeda.
4. Kekuasaan

Di dalam Analisis wacana kritis juga dipertimbangkan elemen kekuasaan (power) di dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. 
5. Ideologi

Ideologi memiliki dua pengertian yang bertolak belakang. Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia (worldview) yang menyatakan nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Adapun secara negatif, ideologi dilihat sebagai suatu kesadaran palsu, yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial. Contoh tabel di bawah ini.
	NO
	Strategi Wacana
	Materi
	Makna Bagi :

	
	Inklusi
	Eksklusi
	
	Pelaku/Pria
	Korban/Perempuan

	1
	Kategorisasi (Judul)
	Pelaku
	TKW Sinta tuntut tanggung jawab asuransi
	
	Digambarkan dengan apa adanya

	2
	Nominasi (Isi Berita)
	
	Desakan agar PT UCI membayar klaim asuransi kepada PT DGU
	
	Hanyalah objek pemberitaan


2.4.3 Media Massa dan Wacana 
Badara (2012) menjelaskan bahwa surat kabar sebagai represenasi simbolis dan nilai masyarakat telah membentuk stereotipe yang sering merugikan pihak tertentu.Mereka cenderung di dalam teks sebagai pihak yg bersalah dan marginal dibandingkan dengan pihak lain. Surat kabar juga sering pula menjadi sarana salah satu kelompok mengukuhkan posisinya dan merendahkan kelompok lainnya. Oleh karena itu, pemosisian salah satu aktor (pelaku/subbjek) dalam berita surat kabar berkaitan erat dengan ideologi. Pemarginalan juga bisa dilakukan dengan melalui kosakata (Roger Fower, dkk viaAris Bandara, 2012: 6) yang menyatakan bahwa pilihan linguistik tertentu (kata, kalimat, proposisi) membawa nilai ideologis tertentu.

2.4.3.1 Media dan Konstruksi Realitas 

Setiap upaya mendeskripsikan konseptualisasi sebuah peristiwa, keadaan, atau benda merupakan usaha mengkonstruksi realitas (Ibnu Hamad via Badara, 2012: 8). Surat kabar (salah satu pengkontruksi realitas) berisi realitas yang telah dikonstruksi ke dalam bentuk wacana yang bermakna. Dan bahasa merupakan unsur utama dalam proses pembentukan realitas. Proses konstruksi realitas dimulai ketika seorang konstruktor melakukan objektivikasi terhadap suatu kenyataan, yakni melalui persepsi terhadap suatu objek. Selanjutnya, hasil dari pemaknaan melalui persespsi itu diinternalsisasikan ke dalam diri seorang konstruktor. Dalam atahap itulah, dilakukan konseptualsiasi terhadap suatu objek yang dipersepsi. Berikutnya adalah melakukan eksternalisasi atau hasil dari perenungan secara internal tadi melalui pernyataan-pernyataan melalui bahasa. Jadi, bahasa dalam media massa tidak hanya sebagai alat untuk menggambarkan realitas, tetapi juga bisa menentukan suatu gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas (realitas media) ang akan muncul di benak/kognisi khalayak (h.9). Dengan demikian, bahasa bukan hanya mencerminkan realitas, tetapi menciptakan realitas.

2.4.3.2 Strategi Media Massa dalam Melakukan Konstruksi Realitas
Sujiman (via Badara, 2012: 10) menguraikan bahwa terdapat tiga tindakan yang biasa dilakukan pekerja media dalam melakukan konstruksi realitas, yaitu (1) pemilihan siimbol (fungsi bahasa), (2) pemilihan fakta yang akan disajikan (strategi frmaing), dan (3) kesediaan memebrikan tempat (agenda setting). Pertama, apa pun simbol yang akan dipilih akan memengaruhi makna yang muncul. Hal ini bisa dijelaskan melalui teori semiotika. Teks adalah sebuah tanda (kata, istilah, farasa, angka, foto, gambar, bahkan cara mengemasnya). Objek adalah sesuatu yang dirujuk oleh tanda, sedangkan interprean adalah tanda yang ada di dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk oleh sebuah tanda. Kedua, framing dipandang sebagai sebuah strategi penyusunan realitassedemikian rupa sehingga menghailkan wacana. Pembentukan frame itu sendiri didasarkana atas berbagai kepentingan baik internal maupun eksterna media (teknis, ekonomis, politis, ideologis). Ketiga, menyediakan ruang dan waktu untuk sebuah pemberitaan (fungsi agenda setting). Dengan dalil kraus dan davis “world outside and pictures in our heads” menurut Sujiman media adalah pembentuk makna. Interpretasi media massa terhadap berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindkan mereka.
2.4.3.3 Motif Pemberitaan dalam Wacana di Media Massa
Dalam wacana di media massa, bahasa didayagunakan untuk kepentingan tertentu (politis, ideologis). Sebab, pers tidak pernah lepas dari masalah politik karena berfungsi sebagai alat kontrol jalannya pemerintah yang dipegang oleh penguasa. Aspek ideologis suatu media massa biasanya ditentukan oleh latar belakang (agama, nilai-nilai) pendiri atau pemiliknya. Untuk mengungkap hal tersbut, diperlukan teori Pentad (Burke via Badara, 2012: 12). Analaisis tersebut memiliki elemen-elemen act (simbol), scene (latar belakang) agent (pengguna), agency (alat, media), dan purpose (tujuan). Jika teori ini diterapkan untuk menganalisis isi surat kabar, maka akan terlihat komponen-komponen act sebagai kata/istilah/gambar/wacana yag dipakai, scene(eksemplar dalam analaisis framing) sebagai latar belakang mengapa pihak redakasi/penulis (agent) menggunakan kata (simbol) tertentu dalam komunikasinya (media/agency dan apa tujuan/purpose) di balik penggunaan sebuah atau sejumlah simbol, seperti digambarkan oleh Ibnu Hamad (via Badara, 2012: 12) berikut.
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Dari gambar di atas terlihat bahwa penggunaan tanda/simbol oleh seseorang/redaksi selalu mempunyai  latar belakang dan selalu memiliki tujuan dan motif (Berger via Badara, 2012). Sementara, untuk mengetahui ideologi tanda diperlukan  pengkajian konteks tempat tanda tersebut berada dan menurut budaya si pemakai. Sebab, sebuah tanda dapat berubah-ubah maknanya sesuai dengan konteksnya. Baik konteks kalimat, waktu, tempat, maupun budaya.
BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Alasan Pemilihan Sumber Data dan Objek Kajian
3.1.1 Alasan Pemilihan Sumber Data

Penelitian ini mengambil sumber data dari media cetak yaitu koran  baik yang berskala nasional maupun lokal. Alasan pengambilan sumber data dari media cetak karena (1) mudah diperoleh, (2) dapat dikaji/diteliti secara berulang-ulang.Adapun koran/media cetak yang dijadikan sumber data adalah Kompas dan Suara Merdeka dengan alasan (1) mewakili koran yang berskala nasional (Kompas) dan lokal (Suara Meredeka), (2) keduanya beroplah besar, dan (3) memiliki jangkauan pembaca dan daerah persebaran yang cukup luas.
3.1.2 Teknik Pengambilan Sampel


Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive random sampling (acak bertujuan).Pengambilan sampel dengan teknik ini didasari alasan (1) kedua koran (Kompas dan Suara Merdeka) tersebut memuat beraneka ragam berita, acara, dan  rubrik, (2) tidak semua berita, acara, dan rubrik membahas masalah politik, misalnya kasus Nazarudin dan  kenaikan harga BBM, dan  (3) agar pemilihan sampel dapat difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu wacana politik yang memuat berita tentang pernyataan, tanggapan, pendapat para politikus terhadap kasus Nazarudin (KN) dan  kenaikan harga BBM (K-BBM). Dengan dasar itulah, penggunaan teknik ini dipandang  tepat.
3.2 Pengumpulan Data


Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dilanjutkan dengan teknik catat. Metode simak dilakukan dengan cara (1) membaca dengan cermat wacana yang memuat berita KN dan K-BBM secara beruang-ulang (2)   meneliti aspek struktur bahasanya (pilihan kata, kohesifitas, koherensial, dan maknanya), (3) mencermati hal-hal penting yang dikemukakan oleh kedua kubu (Pemerintah dan Oposisi ), misalnya alur berpikir atau argumentasi yang dijadikan dasar pernyatan/komentar/tanggapannya terhadap kasus/masalah politik yang dihadapinya. Setelah itu, dilanjutan dengan teknik catat. Teknik ini digunakan untuk (1) mencatat semua temuan yang dilakukan pada tahap awal, (2) mengklasifikasikan temuan tersebut ke dalam kartu-kartu data. Penelitian ini juga menggunakan metode wawancara terstruktur dan wawancara mendalam terhadap informan ahli bahasa, komunikasi/politik, kebudayaan. Metode ini dilakukan untuk mengetahui pandangan informan  sesuai dengan bidang ilmunya terhadap masalah-masalah politik, seperti KN dan K-BBM, misalnya. Pada saat wawancara terhadap infoman juga sekaligus dilakukan dengan teknik rekam dengan tujuan agar data yang telah diperoleh tersimpan dengan baik. Untuk selanjutnya, data tersebut ditanskrip.
3.3 Triangulasi Data

Teknik ini dilakukan untuk meng-cross-check data yang telah diperoleh di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengatahui/mengecek validitas data yang telah diperoleh sebelumnya.
3.4 Analisis Data

Dalam penelitian ini,  data dianalisis dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Penggunaan metode pertama dilakukan untuk mengetahui piranti-piranti linguistik apa saja yang digunakan oleh para politikus (kubu Pemerintah dan Oposisi) dalam menanggapi dan mengemukakan gagasan tentang KN dan K-BBM. Aspek yang akan dianalisis meliputi (1) pilihan kata, (2) argumen yang yang mendasarinya, dan (3) alur berpikirnya. Sementara, metode sosiopragmatik dilakukan untuk mengungkap (1) siapa yang berbicara (2) setting tuturan,  (3) konteks tuturan, (4) dengan tujuan apa, dan (4) makna di balik tuturan.Dari hasil analisis ini akan dapat diketahui ada atau tidaknya relasi bahasa dan kekuasaan. Secara ringkas dipaparkan dalam bagan berikut yang diadaptasi dari Eriyanto (2000).
	Struktur Wacana
	Hal yang Diamati
	Unit Analisis

	Struktur Makro
	Tematik (apa yang dikatakan):

Elemen: topik/tema
	Teks

	Superstruktur
	Skematik (bagaiamana pendapat disusun dan dirangkai)

Elemen : Skema
	Teks

	Struktur Mikro
	Semantik (apa arti pendapat yang ingin disampaikan?)

Elemen: latar, detail,ilustrasi, makasud,pengandaian, penalaran
	Paragraf

	Struktur Makro
	Sintaksis (bagaimana pendapat disampaikan)

Elemen: koherensi, nominalaisasi, abstraksi, bentuk kalimat, kata ganti
	Kalimat, Proposisi

	Struktur Mikro
	Leksikon (pilihan kata yang dipakai)

Elemen: kata kunci, diksi
	Kata

	Struktur Mikro
	Retoris (cara menyampaikan pendapat)

Elemen: gaya, interaksi, ekspresi,metafora, visual image
	Kalimat, Proposisi


Desain riset dan metodologi penelitian  ini ditampilkan lewat bagan berikut.
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BAGAN II :  LANGKAH METODOLOGIS PENELITIAN
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BAB IV
 ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Pengantar
Bahasa yang digunakan dalam wacana surat kabar selalu dihubungkan dengan praktik sosial. Melalui bahasa, seseorang atau kelompok ditampilkan atau didefinisikan. Bahasa itu sebagai alat konstruksi realitas dan subjektif. Penguasa (partai penguasa) mempengaruhi aturan-aturan wacana secara ideologi dalam pola-pola tertentu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terdapat peluang bagi individu atau kelompok  yang kuat untuk melakukana penetrasi  terhadap kelompok lain. Dari sini pula, lalu bahasa menjai tidak netral. Kaarenanya, dominasi makna berjalan seiring dengan bentuk dominasi lain (misalnya, partai penguasa). Implikasi dari semua itu terdapat pola wacana,  skema wacana, strategi ber-wacana, dan fitur-fitur linguistik sebagai penanda wacana kelompok dominan dan kelompok tandingan/kelompok oposisi.
4.2 Pola Wacana Penguasa dan Non-Penguasa (Oposisi)
Secara umum  wacana  dalam mengungkap realitas kasus Nazarudin dan Rencana Kenaikan Harga BBM terbagi ke dalam tiga pola, yaitu  (a) pola versi penguasa, (b) pola wacana faksi dari penguasa, dan (c) pola wacana kelompok oposisi, seperti kutipan data berikut.
Data 1 
Dalam kesaksiannya, Angelina antara lain mengaku tak pernah berhubungan dengan saksi lain dalam kasus ini, Mindo Rosalina Manulang, melalui Blackberry Messenger (BBM). Angelina juga mengaku tak pernah memiliki Blackberry hingga tahun 2010.
Data di atas menampakkan bagaimana si subjek ingin meyakinkan pada publik bahwa apa yang selama ini dituduhkan tidak benar. Wacana ini sengaja dibangun agar citra Penguasa/Partai Penguasa bersih. Hal yang berkebalikan terdapat pada data 2 berikut.

Data 2

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) untuk Mindo, terungkap adanya percakapan dengan Angelina melalui BBM. Percakapan itu, antara lain, berupa permintaan uang kepada Mindo memakai sejumlah istilah, seperti “apel malang” untuk uang rupiah dan “apel washington” untuk dollar AS. 
Data 3
“Mohon maaf, Yang Mulia, sekali lagi saya katakan saya tak mengenali pebicaraan tersebut dan saya tidak menggunakan BB.”

Angelina juga tak mengakui istilah ‘apel malang’, ‘apel washington’, ataupun ‘semangka’ untuk kode permintaan uang kepada Mindo. “tak pernah ada percakapan seperti itu,” katanya.
Pada data 3 di atas secara konsisten dan mati-matian si subjek membantah keterlibatannya dalam kasus Hambalang. 
Data 4
Hotman  mengungkapkan soal pesta ulang tahun anak Angelina di Hotel Sultan, Jakarta. Keterangan soal waktu kepergian ke Belanda, tempat tinggal, dan pesta ulang tahun anaknya diakui oleh Angelina. Hotman pun mencocokkan dengan rekaman percakapan Mindo dengan Angelina melalui BBM.
Fakta kehidupan sudah diakui oleh saksi itu sama 100 persen dengan data percakapan antara saudara saksi dan Mindo Rosa. Apa mungkin hantu yang mengirim BBM ini,” ungkap Hotman lagi.
Data 5
“Bu Angie meminta uang dan menyebut ‘apel malang’ istilah  untuk rupiah dan ‘apel washington’ untuk dollar AS, sedangkan semangka adalah untuk istilah bos besar. Istilah itu digunakan agar tak terlalu vulgar.”
Data 6
Nazaruddin beranggapan, jaksa dan penyidik KPK ikut merekayasa kasus yang menjeratnya.

“ JPU sebagai penegak hukum jangan merekayasa perkara ini.”

Suami buron Neneng Sri Wahyuni itu juga mempersoalkancadar yang dikenakan kedua saksi.

Sehari-hari sebenarnya mereka tidak menggunakan cadar.

Dia juga menilai, dua saksi tersebut memberikan kesaksian palsu. 

Mengapa jaksa tidak menyebut keterlibatan Menpora Andi Malarangen dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam tuntutannya.

Padahal, dalam fakta persidangan, salah seorang saksi yaitu Yulianis menyebut Andi dan Anas menerima uang.

Nazaruddin juga mengatakan, dua hari setelah direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang ditangkap KPK pada 23 April 2011, Anas mengundang dirinya ke kantor DPP Partai Demokrat.

Anas mengarahkan Nazaruddin agar melindungi Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group.

Tim jaksa berkesimpulan, Nazaruddin selaku anggota DPR telah mengatur PT DGI memenangi proyek.

Data 7
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati menegaskan, sampai saat ini tidak ada pengurus Partai Demokrat, terutama di daerah yang meminta Anas nonaktif atau mundur dari jabatannya.

Data 8
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DI Yogyakarta Putut Wiryawan mengemukakan, situasi di daerah tetap tenang dan tetap menerima Anas sebagai ketua umum.
Data 9
Wanbin Partai Demokrat telah mengusulkan tiga atau empat nama untuk menggantikan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.

Adjeng menuturkan, usulan tiga atau empat nama itu muncul dalam rapat wanbin pada Senin siang, 23 Januari 2012, di kantor wanbin.

Dia menambahkan, keberadaan orang dari luar partai justru bagus untuk penyelamatan partai karena yang bersangkutan akan netral.

Haryono Isman, anggota wanbin Partai Demokrat, membenarkan tentang rapat tanggal 23 Januari 2012 di Kemayoran yang dipimpin oleh Marzuki Alie. Akan tetapi, dia membantah adanya usulan tentang empat nama pengganti Anas.
Dari sembilan data di atas menunjukkan adanya pertarungan wacana antara pihak Partai Penguasa dan pihak Oposisi. Terhadap realitas yang sama, terjadi pengungkapan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa peran bahasa dalam membnetuk konstruksi kognisi masyarakat dalam memperebutkan  dan memperjuangkan“kebenaran.”
4.3 Skema Wacana Wacana Penguasa
Skema yang dimaksudkan dalam penelitian ini merujuk pada urutan/alur cerita yang dibangun melalui wacana (berita) dalama rangka untuk meyakinkan publik dengan segala macam argumentasi yang disamapaikan. 
Dari data yang terkumpul, skema atau alur wacana  Partai Penguasa yang memuat berita tentang kasus Nazarudin dan rencana kenaikan harga BBM  adalah berlindung di balik SBY sebagai figur yang sentral baik dalam pemerintahan maupun dalam kepartaian. Dalam berbagai kesempatan dapat disaksikan  di media elektronika dan dibaca di  media massa bagaimana Ruhut Sitompul dan  Soetan Batugana selalu mengedepankan SBY sebagai tokoh yang bercitra tenang, tidak grasa-grusu, bersih, dan demokratis. Pesan yang ingin disampaikan adalah “jadilah seperti SBY”.  Betapa sentralnya peran SBY tampak ketika terjadi keributan untuk menurunkan posisi Anas Urbaningrum yang diusulkan oleh berbagai faksi, selesai setelah mereka dikumpulkan di rumah kediamannya, Cikeas, Bogor.Dari sini lalu dibangun “kebenaran” bahwa apa yang selama ini tindak korupsi yang dilakukan atau dituduh dilakukan itu bukan oleh partai, tetapi oleh oknum. Skema berikutnya adalah bahwa yang melakukan tindak korupsi tidak hanya dari Partai Demokrat saja, tetapi juga dari partai lain. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan bersama. Dan karena itu, solusinya adalah serahkan saja pada penegak hukum. Dalam kaitan ini opini yang dikembangkan adalah bahwa SBY (penguasa) tidak akan dan tidak mungkin akan melakukan intervensi. Oleh karena itu, betapa pentingnya pemahaman azas praduga tak bersalah. “Kebenaran” ini selalu disampaiakan dalam berbagai kesempatan dengan tujuan satu: kestabilan kekuasaan dan penguasa terjaga dan publik menerimanya tentang “kebenaran” tersebut.
 Sebaliknya, kelompok oposan dalam membangun wacana ke publik dengan menggambarkan kegagalan Partai Penguasa/Pemerintah dalam mengelola pemerintahan terutama  dalam upayanya mensejahterakan rakyat. Isue rencana kenaikan harga BBM dijadikan  sebagi pintu masuk untuk menggambarkan kegagalan tersebut yang dinilainya kebijakan yang tidak pro-rakyat seperti kutipan berikut ini.
            Data 10
“Kenaikan Harga BBM Ancam PHK 4.000 Buruh”

· Ratusan kalangan buruh yang tergabung dalam DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Kamis (29/3).
· Menurut Koordinator Aksi Edi Susilo, kenaikan harga BBM akan memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. Tercatat ada sekitar 4.000 buruh di Kota Pekalongan yang terancam kehilangan pekerjaan jika pemerintah menaikkan harga BBM. "Jika pemerintah memaksakan kenaikan harga BBM, maka sekitar 4.000 buruh di Kota Pekalongan akan terkena PHK," tegasnya
· Karena itu, kalangan buruh meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM yang akan diterapkan mulai 1 April mendatang. Padahal, kata dia, kenaikan UMK yang tahun ini belum memenuhi kebutuhan hidup layak buruh. 

· "Jika harga BBM naik, buruh akan semakin terjerat. Seharusnya pemerintah lebih meningkatkan kesejahteraan buruh," sambungnya. Apabila pemerintah tetap memaksakan kenaikan harga BBM, mereka mengancam akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Data 11
“Rencana Kenaikan Harga BBM Dongkrak Harga Bahan Pokok”

· Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Jawa Barat Sabtu (10/3). Beberapa pedagang di Pasar Badak mengatakan, berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan berkisar 5-10 persen sejak rencana itu digulirkan.

· "Rata-rata naik 5-10 persen, dan itu sudah biasa terjadi setiap ada rencana penaikan harga BBM," kata Ferdi, pedagang sayuran di Pasar Badak Pandeglang.

· Sebagai contoh, kata dia, harga cabai merah keriting yang sebelumnya dijual pada kisaran Rp20 ribu-Rp24 ribu/kg saat ini melambung menjadi Rp 28 ribu-Rp29 ribu/kg. Kemudian cabai merah besar dari Rp19 ribu-Rp21 ribu/kg menjadi Rp26 ribu/kg dan cabai rawit dari Rp9.000-Rp10 ribu/kg menjadi Rp14 ribu-Rp15 ribu/kg.

Warga mengeluhkan kenaikan harga-harga bahan pokok dan berharap pemerintah meninjau ulang rencana penaikan BBM tersebut, atau paling tidak menunda hingga tahun depan.
Data 12
"Semua kebutuhan naik, ini sangat memberatkan, terutama bagi kami masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap," kata Turji`i, warga Kampung Kadongdong, Pandeglang.

Din Syamsudin, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan, kebijakan kenaikan harga BBM itu akan menjadikan rakyat makin susah. Din menilai rencana kenaikan BBM kali ini merupakan puncak akumulasi dari longgarnya pengawasan pemerintah.
Skema atau alur kedua adalah bahwa Pemerintahan ini korup dengan menyebut Partai menjadi mesin politik untuk mengeruk kekayaan negara. Ini terbukti keterlibatan sejumlah pengurus partai penguasa, seperti Nazarudin, Angelina Sondakh,  Andi Mallarangeng, dan Anas Urbaningrum (meskipun belun semuanya terbukti bersalah secara hukum). Hal ini bertentangan dengan jargon mereka, “katakan tidak pada korupsi”. Ini artinya Penguasa melakukan kebohongan publik. Oleh sebab itu, Pemerintah dinilai gagal. Karenanya (sebaiknya) mundur sebagaimana sering kita saksikan dalam berbagai demo masyarakat.
4.4 Fitur Linguistik Wacana Penguasa dan Non-Penguasa (Oposisi)

Di bawah ini dikutipkan sejumlah kalimat dari wacana  kasus Nazarudin dan rencana kenaikan harga BBM yang mewakili dua kubu, yaitu kubu/kelompok Penguasa dan Opisisi serta dari “kubu netral/indepenen.” 

1. KPK akan memanggil semua nama (yang disebutkan Mindo Rosalinna) jika sudah cukup bukti.
2. Anas Urbaninrum, “Itu dagelan, bukan kesaksian.”

3. Mallarangeng membantah terlibat dalam kasus Hambalang.

4. Mallarangeng mempersilakan KPK jika memang ada bukti.

5. Mallarangeng mengatakan bahwa ucapan Nazarudin tidak benar.

6. Ketua advokasi dan bantuan hukum pengurus pusat partai Demokrat (Denny Kailimang) mengatakan bahwa sejauh ini (kesaksian Mindo dan Nazarudin) hanyalah tudingan tanpa dasar.

7. Tudingan-tudingan selama ini hanya untuk mengalihkan perhatian dan hanya untuk mengusik partai Demokrat. 

8. Wakasekjen partai Demokrat, Saan Mustopa menuding kasus ini (Hambalang) dipakai untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dan pemerintah pada umumnya.

9. Angie berbohong.

10. M. Nazarudin meragukan keterangan Angie.
11. Mindo mengaku pernah melihat mobil dengan plat AU (Anas Urbaningrum) di kantor Permai Group.

12. Ia (Mindo) juga membenarkan sebutan ketua besar merujuk AU.

13. Mindo juga menyebutkan nama unsur pimpinan banggar DPR (Mirwan Amir, Mahyudin, Angelina Sondakh, I Wayan Koster, Sutan BathoeganaAndi Mallarangeng, Choel Mallarangeng).

14. Mindo mengakui isi percakapan BBM dengan Angie.

15. Pemerintah menyediakan dana sekitar 22 triliun sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
16. Pemerintah merencanakan empat program kompensasi bagi masyarakat.
17. Alasan klasik yang tidak masuk akal.
18. Seharusnya Pemerintah mencari solusi yang cerdas dan mendasarkan pada kepentingan nasional.

19. Semua kebutuhan naik, ini memberatkan bagi rakyat miskin.

20. Warga mengeluhkan harga bahan pokok sejak ada rencana Pemerintah menaikkan harga BBM.
21. Rencana kenaikan harga BBM mendorong kenaikan harga bahan pokok di pasar tradisional.

Dari 21 kalimat di atas dapat diamati  bahwa pilihan kata dari kubu Penguasa dan Oposisi serta kelompok “netral/independen” berbeda. Kalimat (1) pilihan kata akan bisa dimaknai  KPK tidak akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah nama yang disebutkan tersangka Mindo, terutama tokoh besar/tokoh yang kuat. Hal ini terbukti sampai sekarang Anas Urbaningrum meskipun menurut berbagai kalangan tidak ada alasan lagi untuk tidak menangkap Anas. Sebab, seperti yang pernah dikemukakan  wakil KPK bahwa ada kekuatan besar di balik kasus Nazarudin. Pilihan kata jika ... secara linguistik bermakna syarat. Makna syarat tersebut bisa dimaknai jika aman (tidak berakibat pada pencopotana jabatan,  dan sekaligus untuk mengamankan Penguasa dan untuk mengamankan agar tidak ada gejolak di masyarakat. Pilihan akan ... dan jika ... bisa juga dimaknai “akan hilang dengan sendirinya dan atau untuk mengalihkan ke hal lain.  
Pilihan kata pada kalimat (2) sampai dengan (5) tampak sekali upaya politikus dari kubu Penguasa untuk mencoba meyakinkan pada publik bahwa tudingan yang dialamatkan kepadanya tidak benar. Bahkan Anas Urbaningrum kesaksian Nazarudin dan lainnya dianggap sebagai dagelan. Begitu juga Andi Mallarangeng yang memilih kata membantah, mempersilakan, dan (kesaksian Nazarudin) tidak benar dalam menanggapi tuduhan masyarakat terutama kubu oposan meskipun sekarang terbukti sudah dijadikan tersangka.

Pembelaan terhadap para petinggi partai Penguasa pun dilakukan oleh kelompoknya, seperti diperlihatkan melalui kalimat (6) s.d. (8) yang mengatakan bahwa sejauh ini kesaksian Mindo dan Nazarudin hanyalah tudingan tanpa dasar, dan tudingan-tudingan selama ini hanya untuk mengalihkan perhatian , serta hanya untuk mengusik partai Demokrat. Begitu juga yang dikatakan Wakasekjen partai Demokrat, Saan Mustopa menuding bahwa kasus ini (Hambalang) dipakai untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dan pemerintah pada umumnya.

Hal yang berbeda ditemukan pad pilihan kata yang dilakukan oleh anggota faksi Penguasa dan atau kubu/kelompok Oposan. Diksi yang dipilih mengarah pada pembenaran (berdasarkan bukti dan kesaksian) dan menyudutkan para pengurus partai Penguasa, seperti (Angie) berbohong, (M. Nazarudin) meragukan keterangan Angie, (Mindo) mengaku pernah melihat mobil dengan plat AU (Anas Urbaningrum) di kantor Permai Group, Dia (Mindo) juga membenarkan sebutan ketua besar merujuk AU, (Mindo juga) menyebutkan nama unsur pimpinan banggar DPR seperti Angelina Sondakh, Sutan BathoeganaAndi Mallarangeng, Choel Mallarangeng, dan (Mindo) mengakui isi percakapan BBM dengan Angie.
Wacana yang dibangun untuk mempertahankan kekuasaan melalui  “kasus” rencana kenaikan harga BBM, Partai Penguasa menggunakan pilihan kata yang bermakna bahwa apa yang dilakukan/diambil adalah hal yang tak terelakkan, tetapi  Pemerintah juga tidak akan tinggal diam dalam memperhatikan rakyatnya terutama yang miskin memlalui berbagai program seperti BLSM, beasiswa, dll. Sebaliknya, kubu Oposan menganggap bahwa tindakan Pemerintah/Penguasa tersebut adalah tindakan yang bodoh dan tidak rasional

Selain menggunakan diksi,  strategi yang dilakukan untuk membangun wacana publik adalah melalui piranti linguistik pemfoukusan. Contoh kalimat 17 sampai dengan (21) menunjukkan strategi yang digunakan Partai Penguaasa dan Oposan berbeda. Strategi yang digunakan oleh Pemerintah atau dalam hal ini Partai Penguasa dengan lebih mengedepankan langkah/program yang akan dilakukan ketika harga BBM akan dinaikkan. Hal itu terlihat pada kalimat (15) Pemerintah menyediakan anggaran 22 triliun  lebih ditonjolkan dibandingkan dengan informasi kenaikan harga BBM, sedangkan pada kalimat  (16) yang ditonjolkan adalah program pemerintah  berupa BLSM, beasiswa, dll. yang akan dijalankan jika kenaikan harga BBM dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan wacana yang dibangun oleh kubu/kelompok Oposisi, seperti tampak pada kalimat (17) sampai dengan (21). Kelompok/kubu Oposisi membangun wacana yang memberi penilaian negatif terhadap Pemeintah/Partai Penguasa dengan lebih memfokuskan klausa alasan yang klasik dan tidak masuk akal  dalam menanggapi langkah Pemerintah yang akan menaikkan harga BBM di tengah jerit tangis masyarakat miskin dan himpitan ekonomi. Lebih vulgar  lagi tampak pada kalimat (18 ) yang dikatakannya seharusnya Pemerintah mencari solusi yang cerdas dan mendasarkan pada kepentingan nasional.Di sini kelompok Oposisi ingin menegaskan keberpihaknnya pada masyarakat (miskin) atau dengan kata lain kubu Oposisi menempatkan diri sebagai pembela dan pahlawan bagi masyarakat miskin dengan menolak rencana Pemerintah menaikkan harga BBM, seperti terdapat pada berita utama Kompas dana Suara Merdeka  “PDIP boikot RAPBN-P 2012”. Pencitraan  negatif yang ditujukan kepada Penguasa/Pemerintah juga tampak pada kalimat (19) s.d. (21) dengan mengedepankan klausa semua kebutuhan naik, memberatkan rakyat miskin, warga mengeluhkan harga bahan pokok yang terus naik.  
4.5 Strategi dan Alur Berpikir Wacana Penguasa dan Non-Penguasa (Oposisi)

Dalam membangun wacana khususnya menyangkut masalah Nazarudin dan rencana kenaikan harga BBM, Partai Penguasa menggunakan alur berpikir  (1) mempertahankan  kekuasaan/ posisi, (b) citra bersih dan tidak bersalah, (c) supremasi hukum, (d) praduga tak bersalah, (e) bukti belum cukup, (f) tidak bersalah, (g) jangan dipolitisasi. Alur berpikir tersebut dijadikan sebuah model dalam menanggapi hujatan, umpatan, atau serangan lawan politiknya. Maka tidak heran jawaban yang muncul misalnya, Saya tidak koruipsi sepeser pun; jika saya terbukti, saya siap digantung di Monas, Andi Mallarangeng membantah kesaksian Nazarudin. Hal ini dilakukan untuk menjaga citra bersih partai, khususnya Pemerintahan SBY. Kalaupun sudah ada yang terbukti bersalah, seperti Nazarudin, itu dikatakannya sebagai oknum. Oleh karena itu, untuk menjaga citra bersih itu pula buru-buru Nazarudin dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat.  Jargon supremasi hukum dan azas praduga tak bersalah yang ingin dicitrakan kepada publik menjadi alur beripikr berikutnya, maka statemen yang muncul, misalnya disampaikan oleh Andi Nurpati, “Partainya menyerahkan kasus Nazarudin yang menyeret sejumlah kader partai, pada proses hukum.” Akan tetapi, kita juga harus menghargai  azas praduga tak bersalah. Jadi, kata-kata belum cukup bukti, silakan dibuktikan, azas praduga atak bersalah menjadi kata-kata yang selalu diproduksi uang meyakinkan kepada khalayak. Karenanya, masalah kasus Nazarudin hendaknya tidak dipolitisasi. Kasus ini ada di dalam ranah hukum, jangan dibawa-bawa ke  ranah politik. 
Berbeda dengan kubu/Partai Penguasa, kubu oposisi menggunakan alur berpikir  (a) oposan, (b) pelanggaran hukum/korup, (c) tebang pilih, (d) menutup-nutupi/melindungi, (e) menuntut, (f) cukup bukti, (g) menghukum, (h) kebohongan publik. Dari alur beripikir ini lalu muncul tindak tutur, PDIP menolak kenaikan harga BBM, PDIP boikot RAPBN-P 2012. Pemerintah khususnya partai penguasa selama ini telah banyak melakukan pelanggaran hukum, bukti telah cukup, tetapi belum juga dihukum. Akan tetapi, di sisi lain jika ada orang/pihak lain yang melakukan tindak korupsi langsung dikenai hukuman. Jadi ada sikap tebang pilih. Oposan juga selalu mempertanyakan keseriusan Penguasa dalam menangani kasus lain, seperti Century, Anas Urbaningrum dan lainnya sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa Pemerintah menutup-nutupi kasus tersebut. Pernah disampaikan bahwa lebih dari 75 % Pemerintah telah melakukan kebohongan publik. 
BAB V

KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa catatan. Pertama, wacana yang dikembangkan dalam menanggapi dan  mengomentari terhadap kasus Nazarudin dan rencana akenaikan harga BBM terdapat tiga pola (a) pola Partai Penguasa dengan mengedepankan strategi “bertahan” dalam membangun opini publik bahwa yang melakukan tindakan korupsi  adalah oknum bukan partai dan karenanya tidak sistemik; (b) pola partai opoisi yang menggunakan strategi “menyerang” dalam membangun opini publik dengan menyebut pemerintah telah gagal dalam mengelola negara; (c) pola wacana independen dengan strategi “netral”.

Kedua, terdapat skema/alur yang berbeda dalam membangun wacana antara Partai Penguasa dan Partai Oposisi. Skema Partai Penguaasa adalah (a) SBY menjadi tokoh sentral dan ikon (bersih, demokratis), (b) yang melakauakan tindakan korupsi adalah oknum, (c) mengedepankan aspek hukum: azas praduga tak bersalah. Sementara, skema kubu/kelompok Partai Oposisi adalah (a) Pemrintah telah gagal, (b) korup, dan (c) lamban dalam mengambil keputusan dan langkah hukum.

Ketiga, deskripsi linguistik/aspek linguistik yang dikembangkan oleh kedua kubu menggunakan diksi dan pemfokusan. Akan tetapi, keduanya dalam memilih diksi berbeda. Diksi Partai Penguasa, misalnya membantah, silakan buktikan,  (Saya) tidak korupsi, (Itu) tidak benar; sedangkan diksi kelompok/kubu Oposisi misalnya (telah) cukup bukti, bohong, kebohongan publik, (Pemerintah) tidak cerdas, (keputusan) yang tidak masuk akal.
Keempat, dalam membangun wacana khususnya menyangkut masalah Nazarudin dan rencana kenaikan harga BBM, Partai Penguasa menggunakan alur berpikir  (1) mempertahankan  kekuasaan/ posisi, (b) citra bersih dan tidak bersalah, (c) supremasi hukum, (d) praduga tak bersalah, (e) bukti belum cukup, (f) tidak bersalah, (g) jangan dipolitisasi. Berbeda dengan kubu/Partai Penguasa, kubu oposisi menggunakan alur berpikir  (a) oposan, (b) pelanggaran hukum/korup, (c) tebang pilih, (d) menutup-nutupi/melindungi, (e) menuntut, (f) cukup bukti, (g) menghukum, (h) kebohongan publik.
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Bidang Ilmu: Linguistik 





RUJUKAN


Objek/referent/scene (Ground)





LAMBANG


Sign/symbol/act (Warrant)





TUJUAN


Interpretant/reference/purpose (claim)





TDK USAH/DI DELL





Ideologi


Hegemoni


Dominasi


Legitimasi





Wacana 


politik








Konsep Wacana


Piranti linguistik


Konteks tuturan


Sosiopragmatik:


Ideologi penutur


Strategi bertutur


Latar belakang penutur





TEORI KEKUASAAN





FOKUS KAJIAN





Sumber: Teks/Wacana  politik   dalam Menanggapi KN & RK-BBM /lainnya di Media Massa
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Wacana politik


Piranti Wacana secara linguistik 
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Aspek pragmatik
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Metode / Teknik :


Simak , rekam, catat


Wawancara terstruktur


Wawancara mendalam














Analisis :


Kualitatif


Isi/Wacana


Triangulasi





HASIL





Relasi kekuasaan & bahasa dalam wacana politik





Ciri pembeda wacana kubu Pemerintah  & Oposisi





opini


alat kekuasaan
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